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Kepada Yth.

Sifat

:




1. Saudara Gubernur Kepala  

Lampiran
:




    Daerah Tingkat I .

Perihal
: Penetapan surat Keputusan
2. Saudara Bupati/Walikotama-

                        Pemberhentian dengan                  dya Kepala Daerah Tingkat II

                        Hormat Pegawai Negeri Sipil          di

                        Daerah . 




Seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan tertib administrasi Kepegawaian , khususnya  mengenai penertiban surat Keputusan Pemberhentian denmgan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah , maka  diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Berhubung terdapat ketidak  beragaman penetapan surat Keputusan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka perlu memberikan petunjuk mengenai penetapan surat Keputusan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.
2. Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi  Kepegawaian Negara  Nomor 16/SE/1983 tanggal 18 Nopember 1982 san Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 808.24/9666/Sekretaris jenderal tanggal 9 Desember 1982 telah ditetapkan tata cara penerbitan surat Keputusan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas yaitu ditetapkan dengan Keputusan Presiden termasuk pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, pwemberhentisan sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf cdan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan pemberhentian lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

3. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah sampai dewasa ini masih ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Sebagian dari pada surat Keputusan tersebut untuk golongan ruang III/a keatas ternyata ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
4. Dalam  rangka meningkatkan tertib administrasi Kepegawaian maka terhitung mulai tanggal 1 April 1985 penerbitan surat Keputusan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pemberhentian dengan hormat  atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan hak pensiun berpangkat Pembina (III/a) adalah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I , termasuk pemberhentian dengan hormat  atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun ,pemberhentian sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan pemberhentian lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud diatas sepanjang yang berpangkat Juru Tingkat I (I/dalam) kebawah, yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan .
c. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I dan yang dipekerjakan ada satu Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I ,  khusu yang berpangkat Juru Tingkat I (I/dalam) kebawah, Keputusan pemberhentiannya dapat ditanda tangani oleh Pimpinan satuan kerja yang bersangkutan sepanjang Gubernur Kepala Daerah memberikan kuasa kepada Pejabat tersebut untuk menandatanganiu surat Keputusan pemberhentian atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .

5. Diminta perhatian Saudara agar  ketentuan dimaksud asngka 3 diatas dilaksdanakan sebagaimana mestinya, untuk itu agar diadakan persiapan seperlunya, sehingga terhitung mulai tanggal  1 april 1985, seluruh pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud telah ditetapkan berdasarkan ketentuan diatas. Perlu ditegaskan bahwa setiap  usul penggantian formasi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berhenti setelah tanggal 1 April 1985 hanya dipertimbangkan sepanjang Keputusan pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan diatas.
Demikian untuk maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

SOEPARDJO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;

2. Menteri Keuangan di Jakarta ;

3. Kepala Badan Administrasi  Kepegawaian Negara di Jakarta ;

4. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta ; 
